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ABSTRAK 
 

Tempat berjualan merupakan suatu tempat yang dipergunakan untuk 

transaksi jual beli yang dibangun, dikelola serta disediakan tempat oleh 

Perusahaan Umum Daearah Pasar. Dengan tujuan untuk mencegah terjadinya 

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi untuk menghindari konflik fisik yang 

akan merugikan kedua belah pihak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana Implementasi Kebijakan Penggunaan Tempat Berjualan di Pasar 

Petisah Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu prosedur 

pemecahan masalah yang di selidiki dengan menggambarkan keadaan objek 

penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang sebagaimana adanya 

dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber. Narasumber 

dalam penelitian ini sebanyak 7 orang, antara lain Sub Bagian Administrasi dan 

Penagihan, Sub Bagian Pemasaran dan Perizinan, Kepala Urusan Pendapatan, 

Pedangang yang ingin membayar konstribusi serta Pedagang yang tidak 

membayar konstribusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi 

Kebijakan Penggunaan Tempat Berjualan di Pasar Petisah Kota Medan secara 

keseluruhan sudah terimplementasikan meskipun belum berjalan secara maksimal. 

Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya para pedangang di pasar petisah 

belum mematuhi dan tidak taat pada aturan yang berlaku dalam penggunaan 

tempat berjualan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Tempat berjualan merupakan suatu tempat yang dipergunakan untuk 

transaksi jual beli yang terletak di lingkungan pasar milik Pemerintah Daerah 

atau yang dikuasai Pemerintah Daerah, yang didalamnya diatur hak dan 

kewajiban kedua belah pihak berkaitan dengan tempat berjualan yang dipakai. 

Bila pedagang atau pengusaha ingin berjualan di pasar yang dikelola 

Perusahaan Umum Daerah Pasar, maka pedagang atau pengusaha harus 

mendapatkan izin dari direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar. Selain itu 

harus menyetujui perjanjian pemakaian tempat berjualan yang sudah 

disediakan terlebih dahulu oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar yaitu dengan 

membutuhkan tanda tangan pada perjanjian tersebut. (dalam Peraturan Daerah 

Kotamadya Daerah Tingkat II No. 31 Tahun 1993 Tentang Pemakaian Tempat 

Berjualan). 

Pelaksanaan Peraturan Daerah dalam pemakaian tempat berjualan diatur 

lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah, hal-hal yang belum diatur 

dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dalam Surat Keputusan Direksi 

Perusahaan Daerah Pasar yang bertujuan untuk mencegah terjadinya 

penyimpangan-penyimpangan dan menghindari konflik fisik yang akan 

merugikan kedua belah pihak, sehingga dengan dibuatnya peraturan 
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diharapkan segala bentuk penyimpangan dalam pemakaian tempat berjualan 

dapat diatasi. 

Kebijakan ini menegaskan bahwa pemakaian tempat berjualan meliputi 

penyewa wajib mempunyai surat keterangan sementara atau surat keterangan 

permanen yang memuat identitas dan gambar memakai serta nomor kios atau 

stand yang dihunjuk baginya dengan membayar biaya yang ditentukan untuk 

itu, penyewa harus menepati atau memakai sendiri stand atau kiosk yang 

diizinkan baginya dalam tempo selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah 

penghunjukkan, tidak membiarkan kosong ataupun tidak menempatinya atau 

tidak membukanya sebagai tempat berjualan, pembayaran konstribusi setiap 

bulannya dilakukan secara bulanan dan harian. (dalam Peraturan Daerah 

Kotamadya Daerah Tingkat II No. 31 Tahun 1993 Tentang Pemakaian Tempat 

Berjualan). 

Maksud dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah 

Tingkat II Nomor 31 Tahun 1993 adalah untuk meningkatkan ketaatan dalam 

kinerja terhadap pedagang atau pemilik hak sewa serta orang atau badan yang 

diizinkan memakai tempat berjualan berkewajiban memenuhi ketentuan- 

ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Pelaku usaha pemakaian 

tempat berjualan yang ada di pasar petisah kota medan tidak terlepas dari 

berbagai macam persoalan. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaku pedagang 

atau pemilik hak sewa saat pembayaran konstribusi setiap bulannya tidak 

dilakukan secara bulanan ataupun harian. 
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Hal itu menjadi persoalan yang terkait dalam pemakaian tempat berjualan 

yang dilakukan oleh para pedagang atau pemilik hak sewa yang dapat 

mengakibatkan konflik. Dalam hal ini, fungsi kebijakan terhadap pemakaian 

tempat berjualan tersebut menjadi kewenangan dan tanggung jawab 

Perusahaan Umum Daearah Pasar Petisah Kota Medan. Namun dalam 

kenyataanya, fenomena menujukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tentang 

pemakaian pemakaian tempat berjualan di lingkungan pasar petisah belum 

sesuai dengan tujuan yang di harapkan oleh Peraturan Daerah Kotamadya 

Daerah Tingkat II. 

Berdasarkan fenomena atau masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penulis tertarik mengambil judul penelitian yang berjudul “Implementasi 

Pemakaian Tempat Berjualan di Pasar Petisah Kota Medan”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah penelitian adalah Bagaimana “Implementasi Kebijakan Pemakaian 

Tempat Berjualan di Pasar Petisah Kota Medan”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi 

Kebijakan Penggunaan Tempat Berjualan di Pasar Petisah Kota Medan. 
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1.4 ManfaatPenelitian 

 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis dan akademis. 

a. Teoritis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta 

memperluas wawasan penulis mengenai kebijakan pemakaian 

tempat berjualan serta mampu menjadikan bahan evaluasi terhadap 

program pemerintah dalam mengembangkan kebijakan 

selanjutnya. 

b. Praktis 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi 

pemikiran positif dan membangun bagi pemecahan masalah yang 

berkaitan dengan judul penelitian. 

c. Akademis 

 

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk 

menempuh ujian sarjana Ilmu Admnistrasi Publik FakultasIlmu 

Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera 

Utara. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten 

agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, 

maka dibuat penulisan yang dianggap berkaitan antara suatu bab dengan bab 

yang lainnya yaitu sebagai berikut 

BABI : PENDAHULUAN 

 
Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan. 

BAB II : URAIAN TEORITIS 

 
Dalam bab ini menjelaskan teori implementasi, Kebijakan 

Publik, Pemakaian Tempat Berjualan. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 
Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah jenis penelitian, 

kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, narasumber, 

teknik pengumpulan data, teknik analisis data, waktu dan 

lokasi penelitian dan gambaran umum lokasi penelitian. 
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BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
Dalam bab meguraikan mengenai hasil penelitian di 

lapangan dan pembahasan dari hasil wawancara. 

BAB V : PENUTUP 

 
Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah kesimpulan dan 

saran dari hasil penelitian. 



 

 

 

BAB II 

URAIAN TEORITIS 

2.1 Kebijakan Publik 

 

Menurut Keban dalam (Kadji, 2015), kebijakan publik dapat dilihat 

sebagai konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan 

sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijkan 

merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang di inginkan, sebagai suatu 

produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau 

rekomendasi, dan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu 

cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang 

diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai 

produknya, dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu 

proses tawar-menawar dan negoisasi untuk merumuskan isu-isu dan metode 

implementasinya. 

Menurut Anderson dalam Taufiqurokman (2015 : 12), kebijakan publik 

merupakan serangkaian tindakan yang mempuyai tujuan tertentu yang diikuti 

dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna 

memecahkan suatu masalah tertentu. 

Menurut mulyadi (2015 : 37), kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu 

keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan 

kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh 
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instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas 

pemerintah negara dan pembangunan, berlangsung dalam satu kebijakan 

tertentu. 

Dari beberapa uraian dari parah ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang dilakukan pemerintah 

untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi di dalam untuk mencapai 

suatu tujuan. 

2.2 Implementasi 

 

Menurut Horn (2016 : 154), mengartikan implementasi sebagai proses 

maka proses implementasi merupakan tindakan yang dilakukan, baik individu 

maupun unit pemerintahan atau suatu yang di arahkan pada tercapainya tujuan 

yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. 

Menurut (Anggara, 2014), mengatakan implementasi merupakan suatu 

kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan 

akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari 

suatu kebijakan. 

Menurut (Winarno, 2016), mengatakan implementasi adalah apa yang 

terjadi dalam undang-undang di tetapkan yang memberikan otoritas program, 

kebijakan (benifit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). 

Menurut (Mulyadi, 2015), implementasi merupakan proses umum 

tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. 
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Menurut Mazmanian dan (Anggara, 2014), menyatakan implementasi 

artinya memahami yang senyatanya sesudah suatu program dinyatakan 

berlaku atau dirumuskan yang mencakup usaha-usaha untuk 

mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada 

masyarakat atau kejadian-kejadian. 

Berdasarkan berbagai pendapat diatas, maka penulis dapat menyimpulkan 

bahwa implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan 

dan peraturan pemerintah yang telah disepakati bersama untuk mencapai 

tujuan-tujuan dari kegiatan tersebut. 

2.3 Implementasi Kebijakan Publik 

 

Menurut Nugroho (2014 : 657), implementasi kebijakan pada prinsipnya 

adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. 

Menurut Winarno dan Budi (2014 : 149), implementasi kebijakan publik 

adalah salah satu tahap dari sekian tahap kebijakan publik. Implementasi 

kebijakan publik hanya satu variabel penting yang berpengaruh terhadap 

keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan persoalan-persoalan publik. 

Menurut Hamdi (2014 : 97), pelaksanaan atau implementasi kebijakan 

bersangkut paut dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari 

ditetapkannya suatu kebijakan tertentu. 
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Selanjutnya, menurut Mazmanian dan Sabatier ada tiga kelompok variabel 

yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni: 

1. Karakteristik Masalah 

 

a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. 

 

Di satu pihak ada beberapa masalah sosial secara teknis 

mudah dipecahkan, di pihak lain terdapat masalah-masalah 

sosial yang sulit dipecahkan. 

b. Tingkat kemajemukan kelompok sasaran. Ini berarti bahwa 

suatu program relatif mudah diimplementasikan apabila 

kelompok sasarannya homogen. Sebaliknya, apabila 

kelompok sasarannya heterogen, maka implementasi 

program akan relatif lebih sulit, karena tingkat pemahaman 

setiap anggota kelompok sasaran program relatif berbeda. 

c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah 

program akan relatif sulit diimplementasikan apabila 

sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya, sebuah 

program relatif mudah diimplementasikan apabila 

kelompok sasarannya tidak terlalu besar. 

d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah 

program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau 

bersifat kognitif akan relatif mudah diimplementasikan 

daripada program yang bertujuan mengubah sikap dan 

perilaku masyarakat. 
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2. Karakteristik Kebijakan 

 
a. Kejelasan isi kebijakan. Ini berarti semakin jelas dan rinci 

isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena 

implementor mudah memahami dan menterjemahkan 

dalam tindakan nyata. 

b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan 

teoritis. Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki 

sifat yang lebih mantap karena sudah teruji, walaupun 

beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi. 

c. Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan 

tersebut. Sumber daya keuangan adalah faktor krusial untuk 

setiap program sosial. Kondisi sosial ekonomi masyarakat 

dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah 

terbuka dan terdidik relatif lebih mudah menerima program 

pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masih 

tertutup dan tradisional. 

3. Lingkungan Kebijakan 

 

a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan 

teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik 

relatif lebih mudah menerima program pembaruan 

dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan 

tradisional. 
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b. Dukungan publik terhadap suatu kebijakan. Kebijakan yang 

memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan 

dukungan publik. Sebaliknya, kebijakan yang bersifat dis- 

insentif seperti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak 

(BBM) atau kenaikan pajak akan kurang mendapat 

dukungan publik.Tingkat komitmen dan ketrampilan dari 

aparat dan implementor. Aparat badan pelaksana harus 

memiliki ketrampilan dalam membuat prioritas tujuan dan 

selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut. 

Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier sebagaimana dikutip dalam buku 

Solihin Abdul Wahab (2010 : 87), mengatakan bahwa Implementasi Kebijakan 

publik adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program 

dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi 

kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul 

sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang 

mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk 

menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. 

Selanjutnya, untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah 

Kotamadya Daerah Tingkat II No. 31 Tahun 1993 Tentang Pemakaian Tempat 

Berjualan di Pasar Petisah Kota Medan, penulis menggunakan teori Daniel A. 

Mazmanian dan Paul Sabatier seperti yang sudah dijelaskan diatas. Teori ini 

penulis gunakan sebagai panduan analisis karena teori ini di anggap sesuai 

dengan kondisi permasalahan yang terkait implementasi kebijakan publik. 
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Selain itu, didalam teori ini juga dijelaskan hal-hal yang menghambat 

implementasi kebijakan, seperti karakteristik masalah, krakteristik kebijakan, 

lingkungan kebijakan. Faktor-faktor tersebut dapat menunjang keberhasilan 

dalam implementasi kebijakan yang dilakukan secara lebih tertata dan teratur. 

Berdasarkan berbagai pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan 

Implementasi kebijakan publik tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan 

sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan 

kebijakan. 

2.4 Lokasi Berjualan 

 

Lokasi berjualan adalah tempat suatu usaha atau aktivitas perusahaan 

beroperasi dan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang, jasa atau 

tempat konsumen untuk datang dan berbelanja. Pemilihan dan penentuan 

lokasi merupakan ilmu penyelidikan tata ruang (spartial order) suatu kegiatan 

ekonomi. Pemilihan suatu lokasi usaha yang strategis dan tepat sangat 

menentukan keberhasilan suatu usaha di masa yang akan datang. 

Sedangkan (Alma, 2016), menyatakan bahwa lokasi berjualan adalah 

tempat perusahaan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa 

yang mementingkan segi ekonominya. 
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Menurut (Tjiptono, 2015), lokasi berjualan mengacu pada berbagai 

aktivitas pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah 

penyampaian atau penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada 

konsumen. 

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa lokasi berjualan adalah 

suatu tempat dimana perusahaan beroperasi dan menghasilkan barang dan jasa 

serta pemilihan suatu lokasi perusahaan sangat menentukan keberhasilan suatu 

usaha. 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 

Adapun jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu prosedur 

pemecahan masalah yang di selidiki dengan menggambarkan keadaan objek 

penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang sebagaimana 

adanya dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber. 

Menurut (Arikunto, 2010), penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal yang lain yang 

sudah disebutkan, yang dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Selain itu 

untuk menganalisisnya digunakan analisis data kualitatif yaitu prosedur 

pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, 

menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan 

fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya. 

Menurut (Moleong, 2012), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelah dan memahami sikap, 

pandangan, perilaku, sikap pandangan, perilaku individu dan kelompok orang. 

Pendekatan ini di arahkan kepada latar belakang individu secara kualistik 

menggunakan metode deskiptif sehingga dapat memberikan gambaran realita 

yang kompleks dalam melihat adanya koordinasi dalam meningkatkan 

perencanaan pembangunan. 
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Implementasi 

Penggunaan 

Kebijakan 

Tempat 

Berjualan di Pasar Petisah 

Perusahaan Umum Daerah 

Pasar Kota Medan 

Mewujudkan tujuan 

Peraturan Daerah dalam 

rangka penggunaan tempat 

berjualan yang tertata, 

1. Adanya karakteristik 

masalah 

2. Adanaya karakteristik 

kebijakan 

3. Adanya lingkungan 

 

 

 

 

 

Dalam pelaksanaan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk 

mempermudah dalam penyusunan dan menjadikan penilaian lebih sistematis. 

Selain itu, kerangka konsep juga sebagai upaya untuk menjadikan penelitian 

lebih terarah. 

3.2 KerangkaKonsep 
 

 
 

  
 

 
Gambar 3.1 Kerangka Konsep 

 
Dari gambar diatas dapat dilihat kerangka konsep yang dibuat oleh peneliti 

yaitu Implementasi Kebijakan Penggunaan Tempat Berjualan di Pasar 

Petisah Kota Medan adalah suatu gambaran untuk mewujudkan tujuan 

Peraturan Daerah dalam rangka penggunaan tempat berjualan. 
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3.3 Definisi Konsep 

 

Defenisi konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk 

menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan, kelompok atau individu 

yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah 

karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. 

Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep- 

konsep sebagai berikut : 

1. Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang dilakukan 

pemerintah untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi 

dalam mencapai suatu tujuan. 

2. Implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan 

kebijakan dan peraturan pemerintah yang telah disepakati bersama 

untuk mencapai tujuan-tujuan dari kegiatan tersebut. 

3. Implementasi kebijakan publik tidak akan dimulai sebelum tujuan- 

tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh 

keputusan-keputusan kebijakan. 

4. Lokasi berjualan adalah suatu tempat dimana perusahaan 

beroperasi dan menghasilkan barang dan jasa serta pemilihan suatu 

lokasi perusahaan sangat menentukan keberhasilan suatu usaha. 
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3.4 Kategorisasi Penelitian 

 

Kategorisasi berhubungan dengan bagaimana subjek dan objek penelitian 

ini. Ketegorisasi yang ditentukan merupakan campuran dari beberapa 

indikator yang sudah peneliti lakukan. Kategorisasi dalam penelitian ini 

adalah Implementasi Kebijakan Penggunaan Tempat Berjualan di Pasar 

Petisah Kota Medan. 

Berikut beberapa kategorisasi dalam penelitian ini, yaitu : 

 
5. Adanya karakteristik masalah 

 

6. Adanya karakteristik kebijakan 

 

7. Adanya lingkungan kebijakan 

 

3.5 Narasumber 

 

(Afrizal, 2015) mengatakan, narasumber penelitian adalah orang yang 

memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu 

kejadian atau suatu hal kepada penelitian atau wawancara mendalam. 

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka 

dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber. 

Adapun narasumber yang akan diwawancarai berasal dari Perusahaan Daerah 

Pasar Kota Medan. 

a. Nama : Hanafi 

 
Usia : 47 tahun 

 Jabatan : Sub Bagian Administrasi dan Penagihan 
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b. Nama : Zulfikri Hasibuan 

Usia : 45 Tahun 

Jabatan : Sub Bagian Pemasaran dan Perizinan 

 

c. Nama : Umrianto, SE 

Usia : 50 tahun 

Jabatan : Kepala Urusan Pendapatan 

 

d. Nama : Rahma Sarifah 

Usia : 40 tahun 

Jabatan : Masyarakat membayar konstribusi 

 

e. Nama : Lina Marlina 

Usia : 46 tahun 

Jabatan : Masyarakat membayar konstribusi 

 

f. Nama : Sabrina Novita Nasution 

Usia : 32 tahun 

Jabatan : Masyarakat tidak membayar konstribusi 

 

g. Nama : Roilse Luky Namora 

Usia : 45 tahun 

Jabatan : Masyarakat tidak membayar konstribusi 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, peneliti perlu 

mengumpulkan data-data yang dapat memudahkan peneliti melakukan 

penelitian. Sumber data ini di dapatkan melalui wawancara yaitu mengajukan 

beberapa pertanyaan terhadap narasumber ataupun responden yang berkaitan 

dalam penelitian. 

a. Data primer 

 

Pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi 

penelitian atau objek yang diteliti atau data yang diperoleh ini 

disebut data primer. Dalam hal ini data diperoleh dengan 

wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan 

berhadapan langsung dengan informan atau narasumber. 

b. Data sekunder 

 

pengumpulan data-data yang relevan dengan pemersalahan yang di 

teliti dan di peroleh dari buku dan referensi, serta naskah lainnya. 

data sekunder ini digunakan sebagai pendukung dalam analisa 

data. 
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3.7 Teknik Analisis Data 

 

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 

analisis data kualitatif yaitu dengan menyajikan data yang dimulai dengan 

menelah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data yang terkumpul, 

mempelajari data, menelaah, menyusunnya dalam satuan-satuan yang 

kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya, dan memeriksa kebenaran 

data serta menafsirkannya dengan menganalisis sesuai dengan kemampuan 

daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian. Penggunaan metode 

tersebut dengan mempertimbangkan bahwa penelitian ini berusaha untuk 

menggambarkan implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di 

pasar petisah dan mengambil kesimpulan berdasarkan jawaban yang diberikan 

narasumber. 

(Sugiyono, 2016) mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari 

data dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam pola, 

memilih nama yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

(Sugiyono, 2017) teknik analisis data adalah proses pengumpulan data 

secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam mengambil kesimpulan. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis 

interaktif. Terdapat tiga komponen dalam teknik analisis ini, yaitu reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
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Teknik analisis data yang interaktif dikembangkan oleh Miles dan 

Humberman (2014) yaitu: 

a. Reduksi Data 

 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya, 

dengan demikian data yang diperoleh akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya. 

b. Penyajian Data 

 

Setelah direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data, 

maka akan mempermudah peneliti untuk memahamiapa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

di pahami. 

c. Penarikan Kesimpulan 

 

Kesimpulan dalam data kualitatif adalah temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan ini sebagai hipotesis 

dan bila didukung oleh data maka akan dapat menjadi teori. 

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian iniadalah Perusahaan 

Daerah Pasar Kota Medan Jl. Razak Baru No. 1-A Pasar Petisah Medan. 

Waktu penelitian ini dilakukan mulai bulan April 2023 sampai dengan bulan 

Mei 2023. 
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3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian 

 

3.9.1. Sejarah Singkat Perusahaan Daerah Pasar 

 

Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan adalah salah satu 

Badan Usaha Milik Daerah BUMD yang merupakan peralihan dari Dinas 

Pasar kotamadya Tk.II Medan pengelolaan awalnya berdasarkan 

Peraturan Daerah No.15 Tahun 1992 tentang pembentukan Perusahaan 

Daerah Pasar Kotamdya Medan kemudian dirubah dengan Peraturan 

Daerah No.8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar 

Kota Medan lalu kemudian dirubah lagi dengan peraturan Daerah No.10 

Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan dan terakhir 

dirubah denganPeraturan Daearah No.04 Tahun 2021 tentang Perusahaan 

Umum Daerah Pasar Kota Medan. 

3.9.2. Visi dan Misi Perusahaan Umum Daerah Kota Medan 

 
 

Visi 

 

Adapun visi Perusahaan Umum Daerah Kota Medan adalah 

mewujudkan suatu pelayanan maksimal jasa pengelolaan managemen 

pasar yang berkaitan pengembangan dan peningkatan perekonomian serta 

pendapatan daerah sehingga terwujud suatu lingkungan kerjasama dan 

berkolaborasi menuju Kota Medan Berkah. 
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Misi 
 

Adapun visi Perusahaan Umum Daerah Kota Medan adalah 

sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan revitalisasi, perawatan, penataan, perluasaan 

dan pembangunan Pasar Tradisional yang dapat berdaya saing 

menuju pasar yang lebih moderen. 

2. Mensosialisasikan Peraturan yang telah ditetapkan sehingga 

kesadaran pedagang untuk mematuhi / mengindahkan akan 

peraturan yang ada di Pasar meningkat. 

3. Menyelenggarakan ketertiban, kebersihan, keamanan serta 

kenyamanan pasar. 

4. Menegakkan pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan di pasar 

serta penetapan sanksi. 

5. Menjalin kerjasama dengan Instansi terkait dalam pengelolaan 

pasar. 

6. Memberikan pelayanan yang cepat, unggul, dan terukur melalui 

sistem komputerisasi. 

7. Memberikan kontribusi yang optimal bagi pemerintah dan 

masyarakat khususnya pedagang pasar Kota Medan. 
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3.9.3. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perusahaan 

Umum Daerah Pasar 

A. Tugas Pokok Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan 

 

Tugas Pokok Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan adalah 

perusahaan yang bertugas memberikan pelayanan umum dalam 

pengelolaan pasar kepada masyarakat melalui penyediaan sarana 

tempat berjualan yang baik. Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota 

Medan juga melaksanakan pembinaan kepada para pedagang di pasar 

dan turut serta dalam mengatur kelancaran distribusi barang sehingga 

dapat menjaga kesetabilan harga. 

B. Fungsi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan 

 

1. Merencanakan, membangun, serta pemeliharaan / perawatan 

pasar. 

2. Mengelola pasar beserta sarana kelengkapannya. 

 

3. Melakukan pembinaan kepada para pedagang pasar. 

 

4. Mendukung secara aktif kebijaksanaan dan umum Pemerintah. 

 

Kota Medan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

serta Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
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Adapun Tugas Jabatan Struktural Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota 

Medan sebagai berikut : 

Walikota 

 

Walikota mempunyai tugas sebagai mengangkat dan memberhentikan 

Direktur Utama, mengawasi Direktur Utama dalam melaksanakan tugas yang 

telah dibebankan kepadanya, mengendalikan dan melaksanakan pengawasan 

kegiatan operasi, mengkoordinasikan hubungan kerja secara terpadu dengan 

pihak luar. 

Badan Pengawas 

 

Badan pengawas mempunyai tugas sebagai memberi pendapatan dan 

sarana kepada kepala daerah atas rencana kerja dan anggaran belanja 

perusahaan daerah, mengawasi pelaksanaan kerja dan anggaran perusahaan 

daerah dan menyampaikan hasil penilaian kepada kepala daerah, mengawasi 

perkembangan kegiatan perusahaan daerah,badan pengawas dalam 

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada daerah. 

Direktur Utama 

 

Direktur Utama mempunyai tugas sebagai menetapkan kebijakan dan 

memimpin pelaksanaan tugas perusahaan serta mempertanggung jawabkan 

jalannya perusahaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, 

menyampaikan rencana kerja Anggaran Perusahaan kepada walikota melalui 

badan pengawas, menandatangan izin-izin dan menjalin kemitraan dalam 

pengelolaan potensi pasar, melaporkan perkembangan perusahaan kepada 

Walikota Medan melalui badan pengawas mengenai seluruh kegiatan 
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Perusahaan, neraca dan perhitungan laba/rugi, melaksanakan perencanaan dan 

pengembangan perusahaan, menjalin hubungan kerjasama dengan pihak 

ketiga dalam peremajaan dan pengembangan pasar dengan persetujuan 

Walikota Medan melalui Badan Pengawas, mewakili perusahaan baik 

didalam dan diluar perusahaan, melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan 

Walikota Medan. 

Direktur Pengembangan dan SDM 

 

Direktur Pengembangan dan SDM mempunyai tugas sebagai 

melaksanakan tugas dan koordinasi dengan bagian lainnya berdasarkan 

arahan Direktur Utama disesuaikan bidang tugasnya, merencanakan dan 

mengendalikan program kerja di Bagian Pengembangan Pasar dan Sumber 

Daya Manusia, melakukan kerja sama dengan Direktur Operasional dan 

Direktur Administrasi dan Keuangan, menyusun kebijakan/strategi 

perusahaan dalam bidang pengembangan pasar menyangkut tata ruang, 

estetika, arsitektur, konstruksi, penzoningan, pengolahan data pasar dan 

pengadaan serta pembagian sumber daya manusia berdasarkan pertimbangan 

beban kerja dan produktivitas, mengawasi, mengevaluasi dan melakukan 

pembinaaan pelaksanaan tugas unit kerja bawahan, memberikan laporan 

pertanggung jawaban tertulis berkala setiap triwulan kepada Direktur Utama 

atas pengembangan dan pelaksanaan program kerja pada bagian-bagian 

dibawah Direktur pengembangan dan SDM, membantu Direktur Utama 

dalam rencana keputusan, kebijakan, strategi dalam pengembangan 
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perusahaan, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur Utama 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

Direktur Administrasi dan Keuangan 

 

Direktur Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas sebagai 

melaksanakan tugas dan koordinasi dengan bagian lainnya berdasarkan 

arahan Direktur Utama disesuaikan bidang tugasnya, melaksanakan tugas dan 

koordinasi dengan bagian lainnya berdasarkan arahan Direktur Utama 

disesuaikan bidang tugasnya, merencanakan dan mengendalikan program 

kerja di bagian administrasi, Keuangan dan Hukum Humas, membuat laporan 

rencana sumber dan penggunaan dana pengelolaan harta kekayaan perluasan 

setiap akhir tahun, mengkoordinir penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan 

Biaya Perusahaan, mengawasi, mengevaluasi dan melakukan pembinaan 

pelaksaan tugas unit kerja bawahan, menyelenggarakan kegiatan administrasi 

surat menyurat, keuangan dan kegiatan rumah tangga hukum dan humas, 

membantu Direktur Utama dalam rencana keputusan, kebijakan, strategi 

dalam pengembangan perusahaan, memberikan laporan tertulis dan 

pertanggung jawaban tertulis secara berkala setiap triwulan kepada Direktur 

Utama atas pengembangan dan pelaksaan program kerja pada bagian-bagian 

di bawah administrasi dan keuangan, melaksanakan tugas-tugas lain yang 

diberikan Direktur Utama sesuai dengan bidang tugasnya. 
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Direktur Operasi 

 

Direktur Operasi mempunyai tugas sebagai melaksanakan tugas dan 

koordinasi dengan bagian lainnya berdasarkan arahan Direktur Utama 

disesuaikan bidang tugasnya, merencanakan dan mengendalikan program 

kerja di Bagian Usaha dan penertiban / kebersihan, menyusun kebijakan / 

strategi Perusahaan dalam bidang usaha dan penertiban / kebersihan untuk 

mewujudkan pasar bersih, tertib, aman, rapih dan indah. 

C. Struktur Organisasi 

 

Adapun Susunan Organisasi tertuang dalam Keputusan 

Walikotamadya No. 07 Tahun 1993 dan Tata Kerja Perusahaan Daerah 

Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Medan terdiri dari : 

A. Walikota 
 

B. Badan Pengawas 

 

C. Direktur Utama 

Terdiri dari : 

1. Satuan Pengawas Intern 

 

1.1 Kasiwas Pengawasan Umum dan Keuangan 

 

1.2 Kasiwas Pengawasan Pendapatan dan Pembangunan 

 
 

D. Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia 

 

1. Bagian Kepegawaian 

 

1.1 Sub Bagian Adminstrasi dan Sumber Daya Manusia 

 

1.2 Sub Bagian Penggajian dan Kesejahteraan 
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2. Bagian Perencanaan 

 

1.1 Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pasar 

 

1.2 Sub BagianPengelolaan Data dan Sistem Informasi 

Manajemen 

E. Direktur Administrasi Keuangan 

 

1. Bagian Umum 

 

1.1 Sub Bagian Tata Usaha 

 

1.2 Sub Bagian Pengadaan 

 

2. Bagian Keuangan 

 

1.1 Sub Bagian Anggaran 

 

1.2 Sub Bagian Akutansi 

 

1.3 Sub Bagian Kas / Pajak 

 

3. Bagian Hukum / Humasy 

 

1.1 Sub Bagian Hukum 
 

1.2 Sub Bagian Humasy 

 

F. Direktur Operasi 

 

1. Bagian Usaha 

 

1.1 Sub Bagian Pemasaran dan Perizinan 

 

1.2 Sub Bagian Administrasi dan Penagihan 

 

2. Bagian Penertiban/Kebersihan/Perawatan 

 

1.1 Sub Bagian Penertiban 

 

1.2 Sub Bagian Kebersihan 

 

1.3 Sub Bagian Perawatan 
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G. Cabang I 

 

1. Kepala Urusan Umum 

 

2. Kepala Urusan Pendapatan 

 

3. Kepala Urusan Penertiban 

 

H. Cabang II 

 

1. Kepala Urusan Umum 

 

2. Kepala Urusan Pendapatan 

 

3. Kepala Urusan Penertiban 

 

I. Cabang III 

 

1. Kepala Urusan Umum 

 

2. Kepala Urusan Pendapatan 
 

3. Kepala Urusan Penertiban 
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3.9.3. Bagan Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan 
 

 

 

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan 



 

 

 

BAB IV 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

 

Pada bab ini, penulis akan menyajikan data yang diperoleh pada saat 

penelitian di lapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang 

diperoleh melalui wawancara langsung bersama narasumber yang 

berwewenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. 

Sumber data dalam penelitian ini ada 7 (tujuh) informan orang yang terdiri 

dari dua orang Sub Bagian, satu orang Kepala Urusan Pendapatan, dua orang 

masyarakat membayar konstribusi dan dua orang masyarakat tidak membayar 

konstribusi. 

Berikut adalah penyajian data berdasarkan hasil wawancara dengan 

berbagai informan dari pegawai Perusahaan Umum Daerah Pasar Petisah Kota 

Medan. Adapun daftar dalam pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan 

dengan kategorisasi dalam penelitian yang juga merupakan kunci guna 

menjawab fenomena yang diteliti. 

4.1.1 Deskripsi Narasumber 
 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara di lapangan 

terhadap narasumber dapat dikelompokkan data – data yang berkaitan 

dengan kategori menurut jenis kelamin, umur dan pendidikan. Sehingga 

dapat memudahkan dalam pendistribusian berdasarkan objek penelitian. 

Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan 
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sebagai sumber infornasi dan data penelitian ini selanjutnya di sajikan 

secara sistematis penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut : 

a. Distribusi Narasumber berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokan menjadi dua 

kelompok yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan 

narasumber dengan jenis kelamin perempuan pada tabel 3.3 berikut 

disajikan untuk masing-masing kategori tersebut. 

Tabel 3.3 Mayoritas Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

NO Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

1 Laki-laki 3 30% 

2 Perempuan 4 70% 

 
Jumlah 7 100% 

 
 

Sumber : Data wawancara 2023 
 

Berdasarkan tabel 3.3 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber 

jenis kelamin perempuan dengan persentase 70% dan jenis kelamin laki – 

laki dengan persentase 30 %. 
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b. Distribusi Narasumber berdasarkan Umur 

 

Berdasarkan umur narasumber dapat dikelompokkan menjadi 3 

kelompok yaitu : 

Tabel 3.4 Mayoritas Narasumber Berdasarkan Umur 
 

No. Umur Frekuensi Presentase 

1 25 – 32 1 20% 

2 40 – 47 5 60% 

3 50 – 57 1 20% 

 
Jumlah 7 100% 

 
 

Sumber data : wawancara tahun 2023 
 

Berdasarkan tabel 3.4 di atas dapat dilihat bahwa narasumber dengan 

umur 25-32 tahun lebih yaitu sebanyak 1 narasumber dengan presentase 

20%, sedangkan usia 40-47 frekuensi 5 narasumber dengan presntase 60%, 

sisanya berasal dari narasumber dengan umur 50 – 57 yaitu sebanyak 1 

narasumber dengan persentase 20%. 

c. Distribusi Narasumber berdasarkan Pendidikan 

 

Berdasarkan golongan pendidikan, narasumber dikelompokkan 

menjadi 2 kelompok yaitu narasumber dengan S1, dan SMA Pada tabel 3.5 

berikut disajikan untuk masing-masing kategori tersebut. 
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Tabel 3.5 Mayoritas Narasumber Berdasarkan Golongan Pendidikan 
 

No Pendidikan Frekuensi Persentase 

1 Sarjana 1 10% 

2 SMA 6 90% 

 Jumlah 7 100% 
 
 

Sumber data : wawancara tahun 2023 

 
Berdasarkan tabel 3.5 di atas dapat dilihat bahwa narasumber memiliki 

perbandingan dengan sarjana frekuensi 1 narasumber atau 10%, dan SMA 

frekuensi 6 orang atau dengan presentase 90%. 

4.1.2 Penyajian Data 

 

Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber, 

yaitu dengan Bapak Hanafi selaku Sub Bagian Administrasi dan 

Penagihan, Bapak Zulfikri Hasibuan selaku Sub Bagian Pemasaran 

dan Perizinan, Bapak Umrianto, SE selaku Kepala Urusan Pendapatan, 

Ibu Rahma Sarifah sebagai Masayarakat Membayar Konstribusi, Ibu 

Lina Marlina sebagai Masayarakat Membayar Konstribusi, Ibu Sabrina 

Novita Nasution sebagai Masayarakat Tidak Membayar Konstribusi, 

Ibu Roilse Lucky Namora sebagai Masayarakat Tidak Membayar 

Konstribusi. 
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4.2 Deskripsi Hasil Wawancara 

 

4.2.1. Adanya Krakteristik Masalah 

 
Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Rabu, 12 

April 2023 dengan Bapak Hanafi sebagai Sub Bagian Administrasi dan 

Penagihan. Memberi pertanyaan bahwa krakteristik masalah dari 

implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah 

yakni penarikan konstribusi Perusahaan Umum Daerah Pasar Petisah Kota 

medan 50% masih bersifat manual, karena para pedagang tidak semuanya 

pandai menggunakan aplikasi seperti e-money. 

Mengenai permasalahan yang pernah terjadi saat pengutipan 

konstribusi yaitu masih ada para pedagang maupun pemilik hak sewa pada 

saat penarikan konstribusi mereka ingin mencoba-coba tidak mau 

membayar konstribusi tempat berjualan tersebut karena masih kurangnya 

kesadaran para pedang dalam melakukan pembayaran konstribusi. 

Kemudian tindakan yang dilakukan oleh para pihak perusahaan 

dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam penggunaan tempat 

berjualan pasar petisah kota medan yaitu dengan memberi peringatan 

pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga dan pengelakan dan setelah 

itu baru dicabut surat izin hak sewanya. 
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Sedangkan dengan jumlah sumber daya manusia sudah sesuai 

dengan rasio yang sudah di tetapkan oleh perusahaan umum pasar petisah 

kota medan serta perusahaan umum daerah pernah mendengar keluhan 

para pedagang dengan adanya peraturan daerah para pedagang dalam 

pembayaran konstribusi belum semuanya menaati peraturan dan masih 

tergantung kesadaran dari para pedangang. 

Menurut hasil wawancara yang diperoleh pada hari Kamis, 13 

April 2023 dengan Bapak Zulfikri Hasibuan Sub Bagian Pemasaran dan 

Perizinan. Memberi pertanyaan bahwa krakteristik masalah dari 

implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah 

yakni para pedagang dalam pembayaran konstribusinya masih 50% 

bersifat manual dan 50% lagi menggunakan e-money, karena para 

pedagang tidak mau capek pergi ke bank untuk menyetorkan konstribusi 

tempat berjualan tersebut. 

Selanjutnya permasalahan yang pernah terjadi saat pengutipan 

konstribusi semenjak covid-19 banyak para pedangang tidak berjualan 

sehingga petugas sulit untuk mengutip konstribusi hak sewa. Kemudian 

tindakan dilakukan oleh para pihak perusahaan dalam mengatasi 

permasalahan yang terjadi di dalam penggunaan tempat berjualan pasar 

petisah kota medan dengan mengumpulkan para pedagang untuk 

bermusyawarah sehingga mendapatkan kesepakatan antara pihak 

perusahaan umum daerah pasar kota medan dengan para pedagang. 
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Sedangkan di dalam jumlah sumber daya manusia sudah sesuai dengan 

rasio yang sudah di tetapkan oleh perusahaan umum pasar petisah kota 

medan. Selanjutnya perusahaan umum daerah pernah mendengar 

keluhan para pedagang beliau mengatakan sering. 

Dan dengan adanya peraturan daerah para pedagang ada yang 

semakin patuh dalam pembayaran konstribusi bagi yang menyadari 

tentang kewajibannya dan melaksanakan ketentuan yang berlaku dan 

sebagian dari beberapa para pedangang tidak menyadari dan tidak mau 

menaati peraturan yang berlaku. 

Sedangkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari jumat, 14 

April 2023 dengan Bapak Umrianto, SE Kepala Urusan Pendapatan. 

Memberi pertanyaan bahwa krakteristik masalah dari implementasi 

kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah yakni 

manajemen perusahaan dalam pengutipan konstribusi dari pedagang 

masih bersifat seimbang yang artinya dalam penarikan konstribusi 

masih 50% menggunakan setor tunai dan 50%nya lagi transaksi 

pembayaran melalui jasa bank, karena perusahaan umum daerah pasar 

petisah kota medan hanya mempunyai beberapa kerjasama antar bank 

misalnya Bank Sumut, Bank BSI, Bank Mandi dan Bank BNI tetapi 

dikalangan para pedagang mereka tidak menabung di bank tersebut. 
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Selanjutnya permasalahan apa yang pernah terjadi saat pengutipan 

konstribusi yaitu penggusuran secara paksa bagi para pedagang, karena 

tidak mau mengngosongkan tempat berjualan yang sudah di cabut hak 

izin sewanya. 

Kemudian tindakan yang dilakukan oleh para pihak perusahaan 

dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam penggunaan tempat 

berjualan pasar petisah kota medan yaitu tetap menjalankan peraturan 

yang berlaku sesuai dengan peraturan daerah. Sementara jumlah 

sumber daya manusia sudah sesuai dengan rasio yang sudah di 

tetapkan oleh perusahaan umum pasar petisah kota medan. Selanjutnya 

perusahaan umum daerah pernah mendengar keluhan para pedagang. 

Dan dengan adanya peraturan daerah apakah para pedagang 

semakin patuh dalam pembayaran konstribusi, beliau mengatakan 

tergantung para pedagang jika mempunyai kesadaran akan patuh dan 

mengikutti peraturan daerah. 

Menurut hasil wawancara yang diperoleh pada hari Selasa, 25 

April 2023 dengan Ibu Rahma Sarifah pedagang yang membayar 

konstribusi. Memberi pertanyaan bahwa krakteristik masalah dari 

implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah 

yakni manajemen perusahaan masih bersifat manual dalam pengutipan 

konstribusi dari pedagang beliau mengatakan kurang tau karena dalam 

pembayaran kostribusi beliau masih bersifat manual yang dikutip 
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langsung oleh parah petugas Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota 

Medan. 

Selanjutnya permasalahan yang pernah terjadi saat pengutipan 

konstribusi pada saat para petugas mengutip yaitu mereka memberikan 

sebuah peringatan untuk para pedagang lain yang tidak mau membayar 

konstribusi tempat ini. Sementara jumlah sumber daya manusia sudah 

sesuai dengan rasio yang sudah di tetapkan oleh perusahaan umum 

pasar petisah kota medan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Rabu, 26 

April 2023 dengan Ibu Lina Marlina yang membayar konstribusi. 

Memberi pertanyaan bahwa krakteristik masalah dari implementasi 

kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah yakni 

manajemen perusahaan masih bersifat manual dalam pengutipan 

konstribusi dari pedagang sudah ada yang menggunakan sistem e- 

money karena saat beliau ingin membayar kewajibannya beliau 

membayar menggunakan aplikasi m-bangking, akan tetapi jika beliau 

tidak mempunyai saldo beliau membayar secara manual. 



42 
 

 

 

 

 

 

Selanjutnya permasalahan yang pernah terjadi saat pengutipan 

konstribusi ketika melihat para petugas ingin mengutip konstribusi 

tetapi para pedangang masih belum mempunyai uang untuk 

pembayaran konstribusi. Sementara jumlah sumber daya manusia 

sudah sesuai dengan rasio yang sudah di tetapkan oleh perusahaan 

umum pasar petisah kota medan. 

Menurut hasil wawancara yang diperoleh pada hari Kamis, 27 

April 2023 dengan Ibu Sabrina novita Nasution tidak membayar 

konstribusi. Memberi pertanyaan bahwa krakteristik masalah dari 

implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah 

yakni manajemen perusahaan masih belum di ketahui saat pembayaran 

konstribusi masih bersifat manual dalam pengutipan atau tidak dari 

pedagang. 

Selanjutnya permasalahan yang pernah terjadi saat pengutipan 

konstribusi saat tidak ada pembeli sama sekali di kiosnya sehingga 

tidak sanggup membayar konstribusi. Sementara jumlah sumber daya 

manusia belum sesuai dengan rasio yang sudah di tetapkan oleh 

perusahaan umum pasar petisah kota medan. 

Sedangkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Jumat, 28 

April 2023 dengan Ibu roilse luky namora tidak membayar konstribusi. 

Memberi pertanyaan bahwa krakteristik masalah dari implementasi 

kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah yakni 
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manajemen perusahaan masih belum di ketahui oleh beliau saat 

pengutipan konstribusi sudah bersifat manual atau belum. 

Selanjutnya permasalahan yang pernah terjadi saat pengutipan 

konstribusi saat tidak ada pembeli sama sekali di kiosnya sehingga 

tidak sanggup membayar konstribusi. Sementara jumlah sumber daya 

manusia belum sesuai dengan rasio yang sudah di tetapkan oleh 

perusahaan umum pasar petisah kota medan. 

Berdasarkan hasil wawancara, maka hasil wawancara sesuai 

dengan pernyataan yang diberikan oleh narasumber diatas adalah 

krakteristik masalah yang dilakukan Perusahaan Umum Daerah Pasar 

Petisah sudah terealisasikan dengan baik. Namun masih perlu di 

tingkat terkait pengutipan konstribusi terhadap para pedagang yang 

belum merata di tpasar petisah agar kewajiban tersebut dapat berjalan 

dengan baik. 

4.2.2 Adanya Krakteristik Kebijakan 

 

Menurut hasil wawancara yang diperoleh pada hari Rabu, 12 April 

dengan Bapak Hanafi sebagai Sub Bagian Administrasi dan 

Penagihan. Memberi pertanyaan bahwa krakteristik kebijakan dari 

implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah 

yakni perusahaan umum daerah di pasar petisah pernah memberikan 

sanksi kepada para pedagang yang dengan sengaja tidak menaati 
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Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993 tentang penggunaan tempat 

berjualan. 

Sedangkan isi dari kebijakan Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993 

tentang penggunaan tempat berjualan apakah sudah jelas dan dapat 

dipahami. Sementara ada sosialisasi terhadap Peraturan Daerah No. 31 

Tahun 1993 tentang penggunaan tempat berjualan di Pasar Petisah 

sebelum para pedagang menempatti tempat berjualan terlebih dahulu 

para pedagang di sosialisasikan tentang ketentuan dan peraturan 

sebagai pemegang hak sewa. 

Oleh karena itu bagaimana kebijakan perusahaan dalam 

meningkatkan sumber daya manusia dengan cara memperkenalkan dan 

mempromosikan kepada khalayak masyarakat untuk berbelanja di 

pasar petisah. Untuk penerapan di dalam kebijakan ini ada alokasi dana 

tertentu misalnya untuk sosialisasi pembangunan tempat berjualan. 

Kemudian sistem pembayaran konstribusi ada rencana dilakukan 

secara online secara menyeluruh tetapi melihat situasi dan kondisi para 

pedagang terlebih dahulu. Selanjutnya para pedagang belum dapat 

memastikan lebih memilih pembayaran melaui e-money atau 

pembayaran secara manual karena masih seimbang dalam pembayaran 

konstribusi. 
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Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Kamis, 13 

April 2023 dengan Bapak Zulfikri Hasibuan Sub Bagian Pemasaran 

dan Perizinan. Memberi pertanyaan bahwa krakteristik kebijakan dari 

implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah 

yakni perusahaan umum daerah di pasar petisah pernah memberikan 

sebuah sanksi kepada para pedagang yang dengan sengaja tidak 

menaati Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993 tentang penggunaan 

tempat berjualan tentu. 

Sedangkan isi dari kebijakan Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993 

tentang penggunaan tempat berjualan sudah jelas dan dapat dipahami. 

Sementara ada sosialisasi terhadap Peraturan Daerah No. 31 Tahun 

1993 tentang penggunaan tempat berjualan di Pasar Petisah. 

Oleh karena itu kebijakan perusahaan dalam meningkatkan sumber 

daya manusia pedagang dapat memberikan masukkan terhadap 

perusahaan. Untuk penerapan didalam kebijakan ini ada alokasi dana 

tertentu misalnya untuk sosialisasi ada untuk sosalisasi iuran 

pembanguan pasar (IIP). Kemudian sistem pembayaran konstribusi 

para pedagang masih seimbang atau masi sama rata dalam pembayaran 

konstribusi tersebut. 
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Berikutnya hasil wawancara yang diperoleh pada hari Jumat, 14 

April 2023 dengan Bapak Umrianto, SE Kepala Urusan Pendapatan. 

Memberi pertanyaan bahwa krakteristik kebijakan dari implementasi 

kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah yakni 

perusahaan umum daerah di pasar petisah pernah memberikan sanksi 

kepada para pedagang yang dengan sengaja tidak menaati Peraturan 

Daerah No. 31 Tahun 1993 tentang penggunaan tempat berjualan. 

Sedangkan isi dari kebijakan Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993 

tentang penggunaan tempat berjualan apakah sudah jelas dan dapat di 

pahami.Sementara ada sosialisasi terhadap Peraturan Daerah No. 31 

Tahun 1993 tentang penggunaan tempat berjualan di Pasar Petisah. 

Oleh karena itu kebijakan perusahaan dalam meningkatkan sumber 

daya manusia dengan menyediakan fasilitas seperti kios, stand ataupun 

meja untuk berjualan. Untuk itu penerapan didalam kebijakan ini ada 

alokasi dana tertentu dengan bantuan anggaran pemerintah kemudian 

sistem pembayaran ada rencana konstribusi dilakukan online secara 

menyeluruh. Selanjutnya para pedagang lebih berdominan pembayaran 

secara manual. 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Selasa, 25 

April 2023 dengan Ibu Rahma Sarifah pedagang yang membayar 

konstribusi. Memberi pertanyaan bahwa krakteristik kebijakan dari 

implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah 
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yakni perusahaan umum daerah di pasar petisah pernah memberikan 

sanksi kepada para pedagang yang dengan sengaja tidak menaati 

Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993 tentang penggunaan tempat 

berjualan. 

Sedangkan isi dari kebijakan Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993 

tentang penggunaan tempat berjualan sudah jelas dan dapat dipahami. 

Sementara itu ada sosialisasi terhadap Peraturan Daerah No. 31 Tahun 

1993 tentang penggunaan tempat berjualan di Pasar Petisah sebelum 

menempati kios terlebih dahulu kami di sosialisasikan para petugas. 

Kebijakan perusahaan dalam meningkatkan sumber daya manusia 

untuk para pedagang dapat memberikan kritikan terhadap perusahaan. 

Selanjutnya penerapan di dalam kebijakan ini tidak ada alokasi dana 

tertentu untuk sosialisasi tetapi perusahaan pasar merekomendasikan 

pinjaman ke bank. Kemudian sistem pembayaran konstribusi ada 

rencana dilakukan secara online secara menyeluruh. Selanjutnya para 

pedagang lebih berdominan pembayaran secara manual. 

Menurut hasil wawancara yang diperoleh pada hari Rabu, 26 April 

2023 dengan Ibu Lina Marlina yang membayar konstribusi. Memberi 

pertanyaan bahwa krakteristik kebijakan dari implementasi kebijakan 

penggunaan tempat berjualan di pasar petisah yakni perusahaan umum 

daerah di pasar petisah pernah memberikan sanksi kepada para 
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pedagang yang dengan sengaja tidak menaati Peraturan Daerah No. 31 

Tahun 1993 tentang penggunaan tempat berjualan. 

Sedangkan isi kebijakan dari Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993 

tentang penggunaan tempat berjualan sudah jelas dan dapat dipahami. 

Sementara itu ada sosialisasi terhadap Peraturan Daerah No. 31 Tahun 

1993 tentang penggunaan tempat berjualan di Pasar Petisah 

Oleh karena itu kebijakan perusahaan dalam meningkatkan sumber 

daya manusia dengan memberikan fasilitas seperti tempat berjualan. 

Untuk penerapan di dalam kebijakan ini tidak ada alokasi dana tertentu 

untuk tetapi perusahaan memberikan untuk mencicil selama tiga kali. 

Rencana sistem pembayaran konstribusi dilakukan secara online 

menyeluruh belum di ketahui oleh beliau. Dan para pedagang lebih 

memilih pembayaran melalui e-money. 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Kamis, 27 

April 2023 dengan Ibu Sabrina novita Nasution tidak membayar 

konstribusi. Tentang pertanyaan bahwa krakteristik kebijakan dari 

implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah 

yakni perusahaan umum daerah di pasar petisah pernah memberikan 

sanksi kepada para pedagang yang dengan sengaja tidak menaati 

Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993 tentang penggunaan tempat 

berjualan. 



49 
 

 

 

 

 

 

Sedangkan isi dari kebijakan Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993 

tentang penggunaan tempat berjualan sudah jelas dan dapat dipahami. 

Sementara itu ada sosialisasi terhadap Peraturan Daerah No. 31 Tahun 

1993 tentang penggunaan tempat berjualan di Pasar Petisah. Oleh 

karena itu kebijakan perusahaan dalam meningkatkan sumber daya 

manusia dengan cara memberikan pelayanan terhadap para pedagang. 

Untuk penerapan di dalam kebijakan ini tidak ada alokasi dana. 

Kemudian sistem pembayaran konstribusi beliau belum mengetahui 

ada atau tidak rencana dilakukan secara online secara menyeluruh. 

Selanjutnya para pedagang juga kurang tau untuk saat ini lebih 

memilih pembayaran melalui e-money atau pembayaran secara 

manual. 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Jumat, 28 

April 2023 dengan Ibu roilse luky namora tidak membayar 

konstribusi. Tentang pertanyaan bahwa krakteristik kebijakan dari 

implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah 

yakni perusahaan umum daerah di pasar petisah pernah memberikan 

sanksi kepada para pedagang yang dengan sengaja tidak menaati 

Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993 tentang penggunaan tempat 

berjualan. 
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Sedangkan isi dari kebijakan Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993 

tentang penggunaan tempat berjualan sudah jelas dan dapat dipahami. 

Sementara itu ada sosialisasi terhadap Peraturan Daerah No. 31 Tahun 

1993 tentang penggunaan tempat berjualan di Pasar Petisah. Oleh 

karena itu kebijakan perusahaan dalam meningkatkan sumber daya 

manusia dengan cara memberikan faasilitas. 

Untuk penerapan di dalam kebijakan ini tidak ada alokasi dana 

tertentu untuk sosialisasi. Kemudian sistem pembayaran konstribusi 

beliau belum mengetahui kapan untuk dilakukan secara online secara 

menyeluruh. Selanjutnya para pedagang lebih memilih pembayaran 

melalui e-money atau pembayaran secara manual beliau mengatakan 

kurang tau tentang hal ini. 

Berdasarkan hasil wawancara, maka hasil wawancara sesuai 

dengan pernyataan yang diberikan oleh narasumber diatas adalah 

krakteristik kebijakan yang dilakukan Perusahaan Umum Daerah Pasar 

Petisah sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan posisi dan 

peraruran yang ada. Namun masih sangat perlu diadakannya pelatihan- 

pelatihan dalam melakukan sistem pembayaran konstribusi secara 

online. Hal ini dilakukan agar dapat menyesuaikan dengan 

perkembangan sekarang. 
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4.1.2 Adanya Lingkungan Kebijakan 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Rabu, 12 

April 2023 dengan Bapak Hanafi sebagai Sub Bagian Administrasi dan 

Penagihan. Memberi pertanyaan bahwa lingkungan kebijakan dari 

implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah 

yakni lingkungan pasar di saat masyarakat sudah menggenal sistem 

penjualan online sepi dari pengunjung dan banyaknya kios yang 

menjadi kosong dan tutup. 

Sementara para pedagang lebih menyukai menggunakan sistem 

online karena tidak perlu membayar kios. Selanjutnya perusahaan 

sudah mempunyai komitment salah satunya jika terdapat penyewa 

tidak menepati atau membiarkan kosong dan tidak membukanya 

sebagai tempat berjualan tanpa ada surat keterangan dari kios akan 

dicabut surat hak izin sewanya. 

Kemudian jika para pedangang telat membayar konstribusi, beliau 

mengeluarkan surat peringatan sesuai dengan peraturan yang ada. 

Salah satu bentuk dukungan pedagang terhadap kebijakan para 

pedagang tetap membayar konstribusi. 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Kamis, 13 

April 2023 dengan Bapak Zulfikri Hasibuan Sub Bagian Pemasaran 

dan Perizinan. Tentang pertanyaan bahwa lingkungan kebijakan dari 

implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah 
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yakni lingkungan pasar di saat masyarakat sudah menggenal sistem 

penjualan online banyaknya menunggak para pedagang karena tidak 

adanya konsumen yang berbelanja. Sementara itu apakah para 

pedagang lebih menyukai menggunakan sistem online atau sebaliknya 

karena para pedagang tidak perlu mengeluarkan ongkos utuk kepasar 

lagi. 

Selanjutnya perusahaan sudah mempunyai komitment didalam 

suatu perusahaan dan contohnya perusahaan masih tetap 

beroperasional. Salah satu jika terdapat penyewa tidak menepati atau 

membiarkan kosong tidak membukanya sebagai tempat berjualan 

tanpa ada surat keterangan dari kios beliau mengatakan akan 

dipasarkan kembali kepada orang lain. Kemudian jika para pedangang 

telat membayar konstribusi akan di berikan sebuah peringatan terhadap 

pedagang. Salah satu bentuk dukungan pedagang terhadap kebijakan 

ini masih tetap berjualan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari jumat, 14 

April 2023 dengan Bapak Umrianto, SE Kepala Urusan Pendapatan. 

Tentang pertanyaan bahwa lingkungan kebijakan dari implementasi 

kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah yakni 

lingkungan pasar di saat masyarakat sudah menggenal sistem 

penjualan online akan sepi dan semakin berkurangnya konsumen yang 

berdatangan. 
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Sementara pedagang lebih menyukai menggunakan system secara 

online. Selanjutnya perusahaan sudah mempunyai komitment didalam 

suatu perusahaan yaitu para karyawan / karyawati tidak adanya di 

pemutus hubungan kerja (PHK) ataupun di rumahkan. 

Salah satu jika terdapat penyewa tidak menepati atau membiarkan 

kosong tidak membukanya sebagai tempat berjualan tanpa ada surat 

keterangan dari kios akan dicabut hak sewanya.Kemudian jika para 

pedangang telat membayar konstribusi akan diberikan peringatan 

untuk pedagang. Salah satu bentuk dukungan pedagang terhadap 

kebijakan ini pedagang masih tetap memakai kios tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Selasa, 25 

April 2023 dengan Ibu Rahma Sarifah pedagang yang membayar 

konstribusi. Memberi pertanyaan bahwa lingkungan kebijakan dari 

implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah 

yakni lingkungan pasar di saat masyarakat sudah menggenal sistem 

penjualan online semakin merasa terancam bangkrut. 

Sementara itu para pedagang lebih menyukai menggunakan sistem 

online karena tidak perlu membayar kios. Selanjutnya perusahaan 

sudah mempunyai komitment didalam suatu perusahaan salah satu 

contoh komitmennya yaitu mereka tetap menagih uang kios apapun 

yang terjadi. 
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Salah satu jika terdapat penyewa tidak menepati atau membiarkan 

kosong tidak membukanya sebagai tempat berjualan tanpa ada surat 

keterangan dari kios tetap akan ditagih konstribusinya. Kemudian 

bentuk dukungan pedagang terhadap kebijakan ini harus tetap 

membayar konstribusi. 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Rabu, 26 

April 2023 dengan Ibu Lina Marlina yang membayar konstribusi. 

Tentang pertanyaan bahwa lingkungan kebijakan dari implementasi 

kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah yakni 

lingkungan pasar di saat masyarakat sudah menggenal sistem 

penjualan online pedagang kehabisan modal untuk berjualan. 

Sementara itu para pedagang tidak menyukai menggunakan sistem 

online karena beliau kurang mengerti sistem online tersebut. 

Selanjutnya perusahaan sudah mempunyai komitment contoh 

komitment mereka masih mempertahankan perusahaan ini. 

Salah satu jika para pedangang telat membayar konstribusi hak izin 

berjualan akan dicabut oleh pengutip. Kemudian bentuk dukungan 

pedagang terhadap kebijakan ini beliau mengatakan masih tetap 

berjualan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Kamis, 27 

April 2023 dengan Ibu Sabrina novita Nasution tidak membayar 

konstribusi. Memberi pertanyaan bahwa lingkungan kebijakan dari 
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implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah 

yakni lingkungan pasar di saat masyarakat sudah menggenal sistem 

penjualan online masih sepi. Sementara para pedagang lebih menyukai 

menggunakan sistem online. 

Selanjutnya perusahaan sudah mempunyai komitment didalam 

suatu perusahaan komitment tersebut tidak pernah lupa untuk 

mengutip konstribusi tempat berjualan. Salah satu jika para pedangang 

telat membayar konstribusi dicabut hak izin sewanya. Kemudian 

bentuk dukungan pedagang terhadap kebijakan masih tetap membayar 

konstribusi walaupun sepi. 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Jumat, 28 

April 2023 dengan Ibu roilse luky namora tidak membayar konstribusi. 

Tentang pertanyaan bahwa lingkungan kebijakan dari implementasi 

kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah yakni 

lingkungan pasar di saat masyarakat sudah menggenal sistem 

penjualan online pasar semakin sepi. Sementara para pedagang lebih 

menyukai menggunakan sistem online. 

Selanjutnya perusahaan sudah mempunyai komitment didalam 

suatu perusahaan contohnya para perusahaan tetap menagih 

konstribusi bila tidak bayar perusahaan akan mencabut hak izin sewa. 

Salah satu jika para pedangang telat membayar konstribusi akan 

dikeluarkannya surat peringatan. Kemudian bentuk dukungan 
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pedagang terhadap kebijakan ini masih tetap membayar konstribusi 

walaupun sepi. 

Berdasarkan hasil wawancara, maka hasil wawancara sesuai 

dengan pernyataan yang diberikan oleh narasumber diatas adalah 

lingkungan kebijakan yang dilakukan Perusahaan Umum Daerah Pasar 

Petisah sudah cukup efektif. namun masih perlu ditingkatkan terkait 

penyampain informasi mengenai kewajiban kebersihan tempat 

berjualan, agar para pembeli lebih memilih berbelanja secara 

tradisional. 

4.3 Pembahasan 

 

4.3.1. Adanya Krakteristik Masalah 

 

Berdasarkan hasil wawancara penelitian krakteristik di tinjau dari 

dalam impementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di Perusahaan 

Umum Daerah Pasar Petisah Kota Medan bahwa krakteristik yang 

dilakukan sudah terealisasi dengan baik. Sedangkan krakteristik juga bisa 

di artikan sebagai sesuatu yang bisa membedakan satu hal dengan yang 

lainnya. 

Menurut Anderson dalam (Taufiqurohman, 2015), kebijakan publik 

merupakan serangkaian tindakan yang mempuyai tujuan tertentu yang 

diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku 

guna memecahkan suatu masalah tertentu. 
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Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang di jelaskan oleh 

beberapa narasumber bahwa tindakan yang dilakukan oleh para pihak 

perusahaan sudah efektif untuk mengatasi permasalahan yang terjadi 

dalam penggunaan tempat berjualan yaitu, perusahaan umum daerah pasar 

petisah akan memberi sebuah peringatan pertama, peringatan kedua, 

peringatan ketiga dan pengelakan untuk para pedagang setelah itu baru 

dicabut surat izin hak sewanya. 

Selanjutnya, terkait tentang tingkat kemajemukan kelompok bahwa 

suatu program akan relatif lebih mudah diimplementasikan karena 

kelompok sasaranya homogen, dimana pada konteks ini sasaranya adalah 

pedagang. Tetapi disisi lain program tersebut akan lebih sulit karena 

tingkat pemahaman setiap pedagang berbeda . Dapat dilihat dari hasil 

wawancara yaitu dengan adanya peraturan daerah ada sebagian para 

pedagang bersifat semakin patuh dalam pembayaran konstribusi bagi yang 

menyadari tentang peraturan akan melaksanakan ketentuan yang berlaku 

dan ada sebagian pula dari beberapa para pedangang yang tidak menyadari 

atau tidak mau menaati peraturan yang berlaku. 

Sedangkan proposi kelompok sasaran terhadap total populasi relatif 

sulit di implementasikan karena masih memiliki pertimbangan- 

pertimbangan dalam pembayaran konstribusi yang dapat dilihat dari hasil 

wawancara yaitu saat penarikan konstribusi pihak perusahaan umum 

daerah pasar masih mempertimbangkan dalam melakukan pembayaran 

konstribusi seperti para pedagang masih ada beberapa yang melakukan 
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pembayaran secara manual dan ada juga melakukkan pembayaran 

menggunakan e-money. 

Namun cakupan perubahan perilaku masih sulit diimplementasikan, 

karena untuk mengubah sikap dan perilaku pedagang akan sulit untuk di 

atasi dapat dilihat dari para pedagang maupun pemilik hak sewa pada saat 

melakukan pengutipan konstribusi tempat berjualan dari para pedagang 

maupun pemilik hak sewa setiap tenggat waktu yang sudah di sepakati 

bersama namun pemilik hak sewa maupun para pedagang tidak melakukan 

kewajibannya untuk membayar konstribusi tersebut. 

4.3.2. Adanya Krakteristik Kebijakan 

 
 

Berdasarkan hasil wawancara penelitian krakteristik di tinjau dari 

impementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di Perusahaan Umum 

Daerah Pasar Petisah Kota Medan bahwa kebijakan untuk menstrukturkan 

proses kejelasan dan konsitensi dan tujuan. Menurut Nugroho (2014 : 

657), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 

kebijakan dapat mencapai tujuannya. 

Sedangkan sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena 

implementor mudah memahami dan menterjemahkan tindakan nyata. 

Dalam penelitian ini, tindakan nyata dapat dilihat dari perusahaan umum 

daerah pasar akan memberikan sanksi terhadap para pedagang yang 

dengan sengaja tidak mau menaati Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993. 

Dengan demikian, para implementor sudah memahami dengan jelas 

mengenai isi kebijakan yang dilaksanakan. 
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Selanjutnya, Kebijakan yang memiliki dasar teoritis mempunyai sifat 

yang lebih mantap karena sudah teruji, seperti dapat di lihat isi dari 

sebuah kebijakan Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993 tentang 

penggunan tempat berjualan para pedagang dapat memahami isi 

kebijakan. Walaupun beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada 

modifikasi. Sementara dengan adanya sumber daya keuangan adalah 

faktor krusial untuk setiap program sosial di dalam sebuah kebijakan. 

Sebuah kebijakan perusahaan dalam faktor krusial yaitu dengan cara 

memperkenalkan dan mempromosikan kepada khalayak masyarakat 

untuk berbelanja di pasar petisah. Sehingga Masyarakat yang sudah 

terbuka dan terdidik tidak akan relatif lebih mudah menerima program 

pembaruan. 

4.3.3. Adanya Lingkungan Kebijakan 

 

Berdasarkan hasil wawancara penelitian krakteristik di tinjau dari 

impementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di Perusahaan 

Umum Daerah Pasar Petisah Kota Medan. Bahwa proses lingkungan 

kebijakan yang dilaksanakan belum berjalan secara maksimal. Dengan 

kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini dan tingkat kemajuan 

teknologi yang sudah semakin terbuka dan terdidik relatif lebih mudah 

menerima program pembaruan dibandingkan dengan masyarakat yang 

masih tertutup dan tradisional. Dapat di lihat dari hasil wawancara 

yang dijelaskan oleh beberapa narasumber yaitu lingkungan pasar saat 

ini sangat sepi di karenakan masyarakat sudah memahami dan mudah 
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menerima program-program pembaharuan dan masyarakat lebih 

menyukai pembaharuan yang menggunakan pelayanan secara online. 

Selanjutnya, terkait dukungan publik terhadap implementasi 

terhadap kebijakan ini bersifat disinsentif, sehingga kebijakan ini sulit 

untuk di implementasikan. Dapat dilihat hasil wawancara yaitu, seperti 

lingkungan pasar di saat masyarakat sudah mengenal sistem online 

semakin berkurangnya konsumen yang berdatangan sehingga para 

pedagang membiarkan kios atau tempat berjualan kosong dan tidak 

membukanya untuk berjualan. Tetapi tingkat komitment dari aparat 

dan implementor perusahaan sudah mempunyai komitment salah 

satunya jika terdapat penyewa tidak menepati atau membiarkan kosong 

dan tidak membukanya sebagai tempat berjualan tanpa ada surat 

keterangan dari kios akan dicabut surat hak izin sewanya. Badan 

pelaksana harus memiliki ketrampilan dalam membuat prioritas tujuan 

dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut. 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil uraian pada bab hasil pembahasan, maka dapat 

disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Penggunaan Tempat Berjualan di 

Pasar Petisah Kota Petisah sudah terealisasikan dengan baik sesuai dengan apa 

yang telah ditetapkan, namun dalam menjalankan kebijakan tersebut masih 

terdapat beberapa hal yang harus di tingkatkan kembali untuk menunjang 

keberhasilan kebijakan secara maksimal. 

Maka keterangan dan penjelasan yang penulis peroleh dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Krakteristik masalah dari tingkat kesulitan dan tingkat kemajemukan 

Implementasi Kebijakan Penggunaan Tempat Berjualan di Pasar Petisah 

Kota Medan sudah terealisasikan dengan baik, karena beberapa masalah 

sosial secara teknis mudah untuk dipecahkan. Namun karakteristik 

masalah yang sulit untuk di implementasikan yang terdiri dari tingkat 

proposi kelompok sasaran terhadap total populasi yang mencakup semua 

populasi serta cakupan perubahan perilaku yang bertujuan mengubah 

sikap. 
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2. Krakteristik kebijakan yang dilakukan Perusahaan Umum Daerah Pasar 

Petisah Kota Medan sudah terealisasikan dengan baik dan kebijakan 

tersebut memiliki dukungan teroritis sehingga besarnya alokasi 

sumberdaya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. 

3. Lingkungan kebijakan yang dilakukan Perusahaan Umum Daerah Pasar 

Petisah Kota Medan, terdiri dari kondisi sosial ekonomi masyarakat serta 

dukungan publik terhadap suatu kebijakan belum berjalan secara 

maksimal, karena kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini dari tingkat 

kemajuan teknologi sudah semakin terbuka dan terdidik relatif lebih 

mudah menerima program pembaruan serta dukungan publik terhadap 

suatu kebijakan. Sedangkan untuk dukungan publik terhadap suatu 

kebijakan bersifat disinsentif sehingga kebijakan ini sulit untuk di 

implementaasikan serta susah untuk mendapatkan dukungan. 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis mencoba 

memberikan saran-saran dalam Implementasi Kebijakan Penggunaan Tempat 

Berjualan di Pasar Petisah Kota Medan. 

1. Perusahaan Umum Daerah Pasar sebaiknya lebih tegas dalam 

meningkatkan kemajemukan kelompok sasaran, proposi kelompok 

sasaran dan cakupan perubahan perilaku serta melaksanakan tugas 

lebih konsisten dan dalam memelihara pasar petisah serta perlu 

meningkatkan dibidang pemasaran agar dapat menarik pembeli untuk 

meningkatkan pendapatan sehingga tercipta kesejahteraan pedagang. 
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2. Bagi pedagang harusnya mampu mengikuti aturan yang berlaku di 

Perusahaan Umum Daerah Pasar Petisah Kota Medan khususnya 

dalam setiap pembayaran konstribusi. 
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